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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 330 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PP. WALI

Menimbang

Mengingat

SONGO

MENTER]I AGAMA REPUBLIK INDONESIA

a.  bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikgn Madrasah vang bermutu

Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. bahwa Madrasah vang tercantum dibawah ini telah memenuhi persvaratan

admunistratif teknis dan kclayakan yang telah ditetapkan.

hahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di
atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang
pemberian izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta PP. Wali
Songo.

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ( lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586 )

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48064),

Peraturan Pemerintah Nomor 74 lahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Kepublik indonesia lahun 2008 Nomor [94, lambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 4941 );

Peraturan Nomor |7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negura Kepubhk indonesis Tahun 2010 Nomor 23,
fambahan Lembaran Negara Kepublik indonesia Nomor 3150) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 temtang

dan Penyeienggaraan penaidikan (Lembaran Negara Kepubiik
indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5157);

Peraturan ivienteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Swandar Sarana

dan Pransarana Uniuk Sekoiah Dasar / Madrasah ibtidaiyah, Sekoiah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah,dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah;

Perawuran M-um Pendidikan Nasionai Nomor 15 Tahun 2010 tenang Sundar

Peluyanan Minimai Pendidikan di Kabupaien/Kola scbagaimana (ciah diubah

menjudi Peraturan Menleri pendidikun dun Kebudayuun Nomor 23 Tahun 2013

lentang Perubalian alas Peraluan Meuten Pendidikan Nasional Nowor 15 Talwu

2010 tentang Standar Pelayanan Mininal Pendidihan di Kabupaic/Koia

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahua 2008 teatang Standar Kompeicusi

Lulusan q.h Standar Isi Pendidihan Agaia islam dan Bahasa Arab di Madiasali,
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,l KELIMA :

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah
dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor ‘31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah
dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Newara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tabun 2013 tentang Penvelengearaan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382);

13. Keputusan Direktur Jender! Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang
petunjuk  Teknis Pendirian  Madrasah/RA  Yang  disclenggarakan  oleh
Masyarakat.

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor :
Kd.02.06/5/PP.00/135522015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Rekomendasi
Perpanjangan [zin Operasional Madrasah [btidaiyah Swasta PP. Wali Songo

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTER!I AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN  1ZIN  OPFRASIONAL  PENDIRIAN MADRASAH
IRTIDAIVAH SWASTA PP. WALISONGO

Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Madrasah Ibtidaivah Swasta Setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Tahun, Kepala

Madrasah vang bersangkutan waijib:

a. Menvampaikan laporan perkembangan Madrasah  kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana,
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah scbagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi scbagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud' dalam Diktum

Kesatu tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah scbagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dah/atav hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Rl
YAH KEMENTERIAN AGAMA
UTARA
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTEKI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-7220.AH.01.04. Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENMNTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonar dari Notaris Sahriani, SH.,

I'7 Oktober 2013 perihal permohonan pengesah
tanggal 29 Oktober 2013

Menimbang :  Bahwa seielah diiakukan penelitzan terhadap Akta Pendirian Yayasan vang d
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebegaimana diatur dalam peratiran perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;
Mengingat : |, Undang-Undang Nomor i6 Talwn 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
wmdonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Renublik
Indonesia Nomor 4894);
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor - Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksansan Undang-
Undang Tentang Yayasan (l.embaran Negaia Republik Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesis Nonmor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Acsasi Manusiz Renublik Indonesia Nomeor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi den Tata Keria <em«ntedian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republit Indonesia;

MEMUTUSKAN

M Kn Nomor 56/Not-S/X/2013 tanggal
an akta pendirian yayasan yang diterima

Menetapkan -
PERTAMA . Membesikan Pengesahan Akta Pendinian :
YAYASAN PONDOK PESANTREN WALI SONGO NAHDLATU LARIFIN

ASAHAN
NPWP : 02.929.203.4-115.020

Berkedudukan di Jalaa Fesantren Nomor 99, Dess. 3angun Sar:, Kecamatan Silau
Laut, Kabupaten Asacan, Propinsi Suinaters Utara, sesuai dengan Axka N mor 24
tanggali 26 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Sahrisni, SH. M.Kn
perkeducdukan di Kabupaten Batu Bara.

Kauucisan ini snulai berlaku sejak tanggai ditetepian.

:

Diietspkan di Jakarta

pada tanggal () November 2013

An. MENTER] HUT UM DAN HAK ASASI MANUSIA REFUBLIK i +DONTSIA
DIREKTUR JEND L3 A ISTRAST HUKUM UNM.UM
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